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Abstract

The writing of this thesis entitled "The Resporisibof Notary Against Error in the Establishmerfitizeed made
by Notary of Replacement”, which is based on tho¢ flaat notary or notary substitute is a publicial
authorized by law to make authentic deed as lonhesleed is not reserved for other general offici&iven the
equality of legal status between the notary andstitestitute notary there is no doubt that the derndde by the
notary substitute have the same legal force asntttarial deeds, meaning that the deeds made by dhe
presence of a substitute notary is authentic ansltha perfect proof power as referred to in artitk70 Civil
Code.

Keyword : Responsibility of the Notary, Substitute Notary

Abstrak

Penulisan Tesis ini berjudul “Tanggung Jawab Nstdrerhadap Kesalahan dalam Pembuatan Akta yang
dilakukan oleh Notaris Penggantinya”, yang dildb@takangi oleh suatu kenyataan bahwa notaris maupun
notaris pengganti adalah pejabat umum yang diberk@venangan oleh Undang-Undang untuk membuat akta
otentik sejauh pembuatan akta tersebut tidak dikéken bagi pejabat umum lainnya. Dengan adanyameisn
kedudukan hukum antara notaris dengan notaris pemigtersebut maka tidak ada keragu-raguan lagivhah
akta-akta yang dibuat oleh notaris pengganti merygiukekuatan hukum yang sama dengan akta-aktaisiotar
artinya bahwa akta-akta yang dibuat oleh atau dipad notaris pengganti bersifat otentik dan memaiuny
kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana slichaalam Pasal 1870 KUHPerdata.

Kata kunci: Tanggung Jawab Notaris, Notaris Pengganti.
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A. PENDAHULUAN

Notaris sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 aydh@dgng-Undang Jabatan Notaris
Nomor 2 Tahun 2014 tentang sebagian perubahan gddadang Jabatan Notaris Nomor 3
Tahun 2004 (selanjutnya disingkat UUJN) adalah:tdns adalah pejabat umum yang
berwenang untuk membuat akta autentik dan memiléwenangan lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkdang-undang lainnya”. Akta notaris

(Notariel Actg sebagaimana diuraikArJUJIN Pasal 1 ayat (7) adalah: “akta notaris yang
selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yimgat oleh atau dihadapan notaris menurut
bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh Undardghlp ini” dan mempunyai sifat otentik.
Sehingga tidak perlu diragukan lagi kesempurnaanfk@absahannya) karena proses
pembuatan maupun kewenangan pejabatnya telah seésumgan yang dimaksud pada
KUHPerdata Pasal 1868 yaitu:“Suatu akta otentisthaduatu akta yang didalam bentuk yang
ditentukan undang-undang, dibuat oleh atau dihadppgawai-pegawai umum yang berkuasa
untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya”.

Oleh karena itu, negara memberikan kewenangan kepatdris untuk membuat alat
bukti otentik dibidang hukum keperdataan. Keberadataris sangat penting untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukamjasais sewaktu-waktu, oleh karena
itu kantor notaris tidak boleh kosong dalam jangkaktu lebih dari 7 (tujuh) hari kerja
berturut-turut tanpa alasan yang sah sebagaimenoarig dalam UUJN Pasal 17 ayat (1) huruf
b. Bilamana notaris membutuhkan cuti karena alasdantu seperti sakit, ada kepentingan
keluarga maka sebagaimana tertuang dalam Pasayat1(lg UUJN yaitu: “notaris yang
diangkat menjadi pejabat negara wajib mengambil,ddn sebagaimana yang tertuang dalam
Pasal 32 ayat (1) UUJN vyaitu: "notaris yang memjda cuti wajib menyerahkan protokol
notaris kepada notaris pengganti”.

Hubungan hukum antara notaris dan notaris penggbatu muncul karena
keberadaan notaris pengganti merupakan suatu lkgamse dan sangat penting dalam rangka
mengisi kekosongan pejabat notaris yang sedangsait, atau untuk sementara berhalangan
menjalankan jabatannya sebagai notaris, agar tetapjamin kepastian hukum bagi
masyarakat. Batas kewenangan notaris, notaris patiggerbeda. Batas kewenangan notaris

pengganti berakhir ketika batas yang tercantunmaglaat keputusannya telah h#biSetelah

IA.A.Andi Prajitno,Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notatisdbnesia? Sesuai UUIN
Nomor 2 Tahun 2014£erwira Media Nusantara, Surabaya, 2015, him. 61

2Habib Adjie Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhaddp No.30 Tahun 2004 tentang
Jabatan NotarisRefika Aditama, Bandung, 2014, him. 44
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masa jabatannya berakhir, notaris melakukan seraha protokolnya kembali kepada notaris

yang digantikannya.

1. Tujuan Pendlitian
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan ge¢hui tanggung jawab notaris

terhadap kesalahan dalam pembuatan akta yang kilalaleh notaris penggantinya.

2. Manfaat Pendlitian
Dari segi teoritik penelitian ini diharapkan bergubagi pengembangan ilmu hukum
Kenotaritan yang berkaitan dengan Notaris. Dari gegktis penelitian ini diharapkan dapat
berguna bagi praktik hukum dan penegakan hukum emaagpoenanganan kasus atau
permasalahan-permasalahan hukum yang berkaitaramlemgngetahui tanggung jawab
notaris terhadap kesalahan dalam pembuatan akta yhlakukan oleh notaris

penggantinya.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normaigfitujuan mencari pemecahan atas isu
hukum yang timbul didalamnya, sehingga hasil yakgnadicapai kemudian adalah
memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyatgs isu hukum yang diajukan.
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan paginddanganstatute approach
pendekatan konseptuatopnceptual approadl? Metode analisis bahan hukum didasarkan
pada bahan hukum primer berupa perundangan-undatigampulkan dengan metode
inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekuditempulkan dengan sistim kartu

catatan, baik dengan kartu ikhtisiar, kartu kutjpserta kartu ulasan.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan Dalam Membuat |1s Akta

3 Peter Mahmud MarzukPenelitian HukumKencana Prenada Media Groupkarta, 2006Im. 113
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Notaris bertanggung jawab merelatir dan mengkotistaasuai dengan kehendak
para pihak. Dalam membuat perjanjian tidak bolelanggar aturan dan Undang-Undang dan
notaris tidak boleh memberikan pendapatnya.

Pertanggungjawaban menurut R. Wirjono Prodjodik  adalah
pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang kaapasitis baru ada apabila orang itu
melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan oléduim dan sebagian besar dari perbuatan-
perbuatan seperti ini merupakan suatu perbuatag gardalam KUHPerdata dinamakan
dengan perbuatan melanggar hukuonrechtmatige daad)Onrechtmatige daadatau
perbuatan melawan hukum diatur dalam KUHPerdatai dikbab 11l Pasal 1365 sampai
dengan Pasal 1380 tentang perikatan-perikatan giagirkan demi  Undang-Undang.
Adapun bunyi dari Pasal 1365 KUHPerdata adalahgselmerikut: “tiap perbuatan melanggar
hukum yang membawa kerugian kepada seorang lainajifskan orang yang karena salahnya
menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian taute

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 20ighbung jawab notaris
tertuang dalam Pasal 16 ayat (12) yaitu: “selakemnii sanksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasaydat§1) huruf j dapat menjadi alasan bagi
pihak yang menderita kerugian untuk menuntut pemiiga biaya, ganti rugi, dan bunga
kepada notaris”.

Pertanggungjawaban administrasi juga dijelaskaandaPasal 85 Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, daketakan sanksi berupa:
Teguran lisan
Teguran tertulis
Pemberhentian sementara

Pemberhentian dengan hormat

ok~ 0N R

Pemberhentian dengan tidak hormat

Seorang notaris dalam menjalankan tugasnya dibalabi peratuan perundang-
undangan. Pembatasan ini dilakukan agar seorargyisididak melanggar aturan dalam
menjalankan praktiknya dan bertanggung jawab teqhaégala hal yang dilakukannya. Tanpa

adanya pembatasan, seseorang cenderung akan éledgwenang-wenang. Undang-Undang
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tentang jabatan notaris juga sudah mengatur bakbwersy notaris memiliki larangan dan
sanksi dalam membetulkan isi akta yang tercantudaldim Pasal 48 sampai Pasal 50 UUJN
Nomor 2 Tahun 2014.
a. Kesalahan Notaris
Kesalahan dikategorikan menjadi dua yaitu yangngjigm (ollus dan lalai
(culpa). Kesengajaan adalah perbuatan yang dilakukanagedigetahui dan dikehendaki.
Untuk terjadinya kesengajaan tidak diperlukan adamyaksud untuk menimbulkan
kerugian kepada orang lain. Sedangkan kelalaiarafagerbuatan, dimana pembuatnya
mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yaegigikan orang lain.
Kesengajaar(dollus) tidak begitu menimbulkan kesulitan, dan memang &ang
jarang sekali notaris sengaja berbuat kesalahara®g notaris yang benar-benar dengan
sengaja, dengan direncanakan terlebih dahulu,yarsecara insyaf dan sadar merugikan
kliennya, adalah merupakan sesuatu yang sangaigjaesjadi dan apabila terjadi sama
dengan bunuh diri. Sepanjang mengenai kesalahag gabenarnya(culpa), harus
disepakati secara benar bahwa keadaan subjekiifndéaris yang bersangkutan yang
menentukan sampai seberapa jauh tanggung jawalakgs, tetapi harus berdasarkan

penilaian objektif.

b. Upaya Pembetulan dalam Akta Notaris apabila Terdapat Kesalahan K etik

Akta relas atau akta pejabat adalah jenis aktarisogang berisi tentang uraian
secara otentik mengenai suatu tindakan yang dikkwdtau suatu keadaan dilihat atau
disaksikan oleh notaris sendiri dalam menjalankdratannya. Berbeda dengan akta partai
yang harus dibubuhi tanda tangan penghadap agat dispbut akta otentik, pada akta relas
tidak menjadi permasalahan apakah penghadap meaagdai akta tersebut, asalkan
notaris di dalam akta itu menyebutkan sebab peraghadak menandatanganinya.

Hal tersebut berarti apabila ada kesalahan ketdndauatu akta relas, notaris yang
bersangkutan adalah orang yang berwenang mempenzilBahkan apabila kesalahan
ketik tersebut menyangkut hal yang substantif, nmtaetap berwenang untuk
membetulkannya karena akta relas adalah akta yngtdleh notaris, bukan dibuat oleh

para penghadap di hadapan notaris.
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c. Kesalahan Ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris

Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 51 Undang-dgddomor 2 Tahun 2014.
Notaris berwenang melakukan perbaikan kesalahakietik terhadap minuta akta dengan
cara memanggil para pihak yang di saksikan olearisotlan saksi-saksi. Sedangkan Pasal
51 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 notaris yaeqperbaiki kesalahan tulis dan
para pihak tidak perlu dihadapkan.

Untuk mengkualifikasi kesalahan ketik pada minlke anotaris yang salinannya
telah dikeluarkan sebagai perbuatan melanggar hukerebih dahulu harus diuraikan
unsur-unsur perbuatan melanggar hukum, yaitu:

1) Adanya suatu perbuatan.

Dalam hal ini, notaris melakukan perbuatan, yaitembuat kesalahan
pengetikan dalam akta.

2) Perbuatan tersebut melanggar hukum

Dalam hal ini, notaris melakukan suatu perbuatamgylaertentangan dengan
kewajiban hukumnya, yang juga telah diatur secagad dalam Undang-
Undang yang berlaku, vyaitu berkewajiban untuk hdek saksama,
sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN.

3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku.

Dalam melakukan ketik, terdapat kelalaian pada risotgang bersangkutan,
sehingga unsur kesalahan pun terpenuhi.

4) Adanya kerugian bagi korban.

Dalam hal adanya kesalahan ketik pada akta nogarig bersifat substantif,
misalnya kesalahan ketik mengenai jumlah uang yeaargs dibayar/diterima
masing-masing pihak, pihak yang berkepentingan tdaygngalami kerugian
secara materiil. Selain itu dapat juga terjadi gem immateriil, misalnya
perasaan tertekan dan kekhawatiran.

5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan deregagi&n.

Kesalahan ketik yang dilakukan oleh notaris, migalrkesalahan ketik

mengenai jumlah uang yang harus dibayar/di@rimasing-masing pihak,
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secara logis dapat diperkirakan menyebabkan kerudagi pihak yang
berkepentingan, sehingga dapat dikatakan bahwaatiangan kausal antara
kesalahan ketik yang dilakukan oleh notaris dengarugian pihak yang

berkepentingan itu

d. Kesalahan Ditinjau dari Hukum Administrasi

Pasal 85 UUJN berbunyi “pelanggaran ketentuan seimaga dimaksud dalam
Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 aydt, (Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16
ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Ph6adyat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf
g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (I)fhpuPasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat
(1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, PasdP@&zal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59,
dan/atau Pasal 63, dapat dikenai sanksi berupa:

a. Teguran lisan;

b. Teguran tertulis;

c. Pemberhentian sementara;

d. Pemberhentian dengan hormat;

e. Pemberhentian dengan tidak hormat”.

Meskipun pada Pasal 85 UUJN ditentukan 5 (limajjeanksi, tidak semua sanksi
dapat diterapkan pada setiap pelanggaran. Dalamelaiggaran Pasal 16 ayat (1) huruf a
UUJN, pemberhentian dengan hormat merupakan sgakg tidak mungkin diterapkan.
Dengan demikian, sanksi administratif yang dap&emikan atas pelanggaran tersebut
adalah sanksi berupa teguran lisan, teguran t®rtgplemberhentian sementara, atau

pemberhentian dengan tidak horniat”

2. Notaris Pengganti
Menurut UUJN Pasal 1 ayat (3) pengertian notarigyganti adalah “seorang yang
untuk sementara diangkat sebagai notaris untuk gaenigzan notaris yang sedang cuti, sakit,

atau untuk sementara berhalangan menjalankan pay@aebagai notaris”. Adapun syarat

“Nelly Juwita,Op.Cit,
5 1bid,
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untuk menjadi notaris pengganti tercantum dalamalP23 ayat (1) UUJN berbunyi: “syarat
untuk dapat diangkat menjadi notaris pengganti pigabat sementara notaris adalah warga
negara Indonesia yang berijazah sarjana hukum elah bekerja sebagai karyawan kantor
notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-tiyrayat (2) berbunyi: “ketentuan yang berlaku
bagi notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasals4) P3, Pasal 16, dan Pasal 17 berlaku
bagi notaris pengganti dan pejabat sementara apka&cuali Undang-Undang ini menentukan
lain”.

Dalam Pasal 33 ayat (2) UUJN ditegaskan syarats{ijuuntuk dapat ditunjuk
sebagai notaris pengganti, notaris pengganti khdaagejabat sementara, yaitu:

1. Warga negara Indonesia.

2. Berijazah sarjana hukum.

3. Telah bekerja sebagai karyawan kantor i®otpaling sedikit 2 (dua) tahun

berturut-turut.

a. Prosedur Pengangkatan Notaris Pengganti

Notaris yang hendak cuti mengajukan permohonan disertai usulan
penunjukkan seorang notaris pengganti dan selgm@jutnenyerahkan protokol notaris
kepada notaris pengganti yang dibuatkan beritaaadan dilaporkan kepada Majelis
Pengawas Wilayah. Setelah itu notaris maupun sopemgganti mengajukan permohonan
pelantikan ke Departemen Kementerian Hukum dan Haasi Manusia dengan
melampirkan:

a. Surat permohonan pelantikan;

b. Surat keputusan pengangkatan notaris/notariggeen;

c. Berita acara pelantikan.

Dokumen yang dilampirkan untuk pengangkatan nopsrgyganti adalah:
a. Fotokopi ijazah S1 Sarjana Hukum;
b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telddgdlisir oleh notaris;

c. Fotokopi akta kelahiran;

SHabib Adjie, Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap N@.30 Tahun 2004 Tentang
Jabatan Notaris)Refika Aditama, Bandung, 2014, him. 106
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d. Fotokopi buku nikah (bagi yang sudah menikah)

o

Surat berkelakuan baik dari kepolisian;

—h

Surat keterangan sehat jasmani dan rohandd&ter pemerintah;

Pas foto terbaru berukuran 3x4;

> @

Daftar riwayat hidup.

b. Tanggung Jawab Notaris Pengganti

Dalam Pasal 65 UUJN disebutkan mengenai tanggwapjaotaris pengganti atas
akta yang dibuatnya yaitu: “notaris, notaris perggdan pejabat sementara notaris
bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatngskipun protokol notaris telah
diserahkan atau dipindahtangankan kepada pihakmppag protokol notaris”.

Ruang lingkup tanggung jawab notaris penggantipnéld4 (empat) hal yakni:

1. Tanggung jawab dalam pelaksanaan jabatan;

2. Tanggungj awab secara perdata;

3. Tanggung jawab secara pidana;

4. Tanggung jawab terhadap kode etik.

Tanggung jawab notaris pengganti secara perdata ditglusuri dari hubungan
hukum dalam suatu perikatan antara notaris peniggainagai penyedia jasa dengan klien
(para pihak/penghadap) sebagai pengguna jasa, aiparkatan itu harus memenuhi
syarat-syarat sahnya suatu perikatan berdasarksal P320 KUHPerdata, baik perikatan
antara notaris pengganti dengan kliennya maupukgben yang terjadi diantara klien (para
pihak) yang akan dikonstatir dalam akta otentikgydibuat notaris pengganti. Tanggung
jawab secara pidana merupakan tanggung jawab pribathris pengganti dalam
melaksanakan jabatannya bilamana melakukan suatibugian yang dilarang oleh
Peraturan Perundang-undangan dengan ancaman gadksa. Tanggung jawab pidana
seorang notaris terkait dengan tanggung jawab daphgelaksanaan jabatannya diatur
diantaranya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pi@khadP), yakni Pasal 52, Pasal 55,
Pasal 263, Pasal 264, Pasal 266, Pasal 378 dah4&s&UHP. Dalam melaksanakan
jabatannya seorang notaris pengganti juga harygdang teguh kepada kode etik notaris.

Keharusan notaris berpegang teguh dengan kodeatkis diamanatkan dalam Pasal 83
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ayat (1) UUJN yang menegaskan bahwa organisasiisioteenetapkan dan menegakkan
kode etik notaris

Tanggung jawab notaris pengganti di dalam pembuaktnmenurut UUJN diatur
dalam Pasal 33 ayat (2) yang menegaskan bahwasnetyagaimana dimaksud dalam
Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 berlaku bagisptrgganti. Dengan demikian, dapatlah
diketahui bahwa dalam hal tanggung jawab notangganti dalam pembuatan akta bila
terdapat kesalahan atau kelalaian dapat dikenal@sisyaitu yang terdapat dalam Pasal
84 dan Pasal 85 serta dikaitkan dengan Pasal 88NUiddg mana menegaskan apabila
pihak yang dirugikan pada saat pembuatan aktabigrstapat menuntut kepada notaris
pengganti baik secara perdata, pidana maupun dipgrekcara kode etik notaris, sepanjang
tidak bertentangan dengan UUJN.

Tanggung jawab notaris pengganti atas akta yangathilya setelah selesai masa
jabatan ataupun masih menjabat sebagai notarigpetigsepenuhnya berada pada notaris
pengganti karena notaris pengganti ialah pejabag yaandiri. Ketika akan melaksanakan
jabatannya, seorang notaris pengganti harus dildaetiebih dahulu. Meskipun notaris
pengganti, bukan berarti yang bersangkutan tidalshiaati-hati, cakap, profesional dalam
menjalankan fungsinya sebagai notaris penggantig Yeersangkutan tetap bertanggung
jawab penuh terhadap setiap akta yang dibuat otehmyka dari itu seorang notaris
pengganti harus memiliki profesionalitas kerja tema pengetahuan yang luas dan
mendalam terhadap pembuatan akta, karena jikaditesjatu kelalaian akibat olehnya,
maka yang bersangkutan harus bertanggung jawalakteagang dibuat olehnya.

c. Tanggung Jawab Notaris yang Digantikan Apabila Terjadi Kesalahan dalam
Pembuatan Akta yang Dilakukan Oleh Notaris Penggantinya
Berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdata dan Pasal 16%kéRnotaris merupakan
alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang utagtangga dokumen ini merupakan alat

"Henny Saida Flora,anggungjawab Notaris Pengganti Dalam PembuataaAktrnal, 2012him 5
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bukti persidangan yang memiliki kedudukan yang aampgnting. Pada dasarnya akta
digolongkan ke dalam dua golongan yaitu :
a. Akta di bawah tangan
Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat sealdih pihak-pihak yang
berkepentingan tanpa bantuan pejabat umum. Mengéiteidi bawah tangan
diatur secara khusus dalam Stb. 1867. Pengerttardakawah tangan menurut
Pasal 1 Stb 1867 adalah surat-surat ddfegister)catatan mengenai rumah
tangga dan surat-surat lainnya tanpa bantuan pejdddi dapat disimpulkan
bahwa akta di bawah tangan diperbuat oleh yangeperkingan sendiri tanpa
campur pejabat umum sesuai dengan isi Pasal 18 HPi€tdiata.
b. Akta otentik
Dalam Pasal 165 HIR/Rbg memuat definisi akta oteyditu surat yang dibuat
oleh atau dihadapan pegawai umum yang berwenanduanya, merupakan
bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahtismga serta sekalian surat
itu hanya sekedar pemberitahuan saja, tetapi yarsghiut kemudian itu hanya
sekedar diberitahukan yang langsung berhubungayedeakta it
Dari perumusan Pasal tersebut dapat diketahui babde& jenis akta otentik yaitu:
a. Akta yang diperbuat oleddor een notaris. Jenis akta ini biasanya diberi nama
“akta relaas” atau pejabat atau dkjeoss verbal” atau”akta berita acara”. Yang
termasuk jenis akta ini antara lain akta beritaraacapat pemegang saham
Perseroan Terbatas, akta pendaftaran atau inveagaharta peninggalan, akta
berita acara penarikan undian. Akta seperti iniladayang dimaksud dan
diuraikan oleh Pasal 46 UUJN. Isi dari akta beaitara ini semuanya berupa
keterangan atau kesaksian dari notaris yang menalitettu tentang apa yang
dilihatnya terjadi dihadapan atau disaksikan oledmg lain, pendek kata apa
yang dialaminya.
b. Akta yang diperbuat dihadapannyan( everstan van epmotaris. Akta ini

dinamakan akta pihak-pihak. Isi akta ini atlalcatatan notaris mengenai

8Nico, Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Um@DSBL, Yogyakarta, 2003, hal. 8
SHenny Saida Flor&)p.Cit,
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keterangan dari para penghadap yang bertindak aigliagk-pihak dalam akta
yang bersangkutah

d. Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Masa Jabatannya Berakhir Atas Akta

yang Pernah Dibuatnya
Habib Adjie menilai isi Pasal 65 UUJN tersebut sghhéerikut:

1) Mereka yang diangkat sebagai notaris, notamggeanti, dan pejabat sementara notaris
dianggap sebagai menjalankan tugas pribadi dan wsebidup sehingga tanpa batas
waktu pertanggungjawaban.

2) Pertanggungjawaban notaris, notaris penggantipggabat sementara notaris dianggap
melekat kemanapun dan dimanapun mantan notarisyisigbengganti dan pejabat
sementara notaris berdda

Habib Adjie menilai ada kerancuan mengenai batasmpggungjawaban notaris
pengganti berdasarkan Pasal 65 UUJN diatas, yatkipun semua akta yang dibuat oleh
notaris pengganti telah diserahkan atau dipindatkepada pihak penyimpan protokol
notaris, namun notaris pengganti masih harus bggtarg jawab sampai hembusan nafas
terakhir. Sehingga yang logis yaitu jika seorantans, notaris pengganti, notaris pengganti
khusus, dan pejabat sementara notaris sudah tidekjabat lagi meskipun yang
bersangkutan masih hidup, tidak dapat diminta p@gianggungjawabannya dalam bentuk
apapun, dan notaris penyimpan protokol wajib meitit@tkan atau memberikan fotokopi
dari minuta akta yang diketahui sesusai dengamyaskbleh notaris penyimpan protokol

atau oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) untuk pobtootaris yang telah berumur 25

(dua puluh lima) tahun atau lebih (Pasal 63 ayat(3JN)12

Batas pertanggungjawaban notaris, pejabat sememddéaais, notaris pengganti
dan notaris pengganti khusus dapat diminta sepgamagreka masih berwenang dalam
melaksanakan tugas jabatan sebagai notarig, kasalahan-kesalahan yang dilakukan

Henny Saida Flordbid,

11Siska Natalia Hak Ingkar Notaris Pengganti Setelah Berakhir Blakbatannya Pada Proses
Peradilan Pidana dan Perdatdurnal, Universitas Sriwijaya, him 7

?Habib Adjie,Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Néal 30 Tahun 2004 Tentang
Jabatan NotarisRefika Aditama, Bandung, 2014, him 53
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dalam menjalankan tugas jabatan sebagai notarisalasi-sanksi yang dapat dikenakan
terhadap notaris dapat dijatuhkan sepanjang nptpegmbat sementara notaris, notaris
pengganti dan notaris pengganti khusus masih bamgenantuk melaksanakan tugas jabatan
sebagai notaris. Dengan konstruksi pertanggungjawedrsebut diatas, tidak akan ada lagi
notaris, notaris pengganti, pejabat sementaraisatau notaris pengganti khusus diminta
pertanggungjawabannya lagi setelah yang bersangkugahenti dari tugas jabatannya

sebagai notarts.

e. Tanggung Jawab Notaris Pengganti Atas Kesalahan Dalam Pembuatan Akta

Tanggung jawab notaris pengganti di dalam pembusktnmenurut UUJN diatur
dalam Pasal 33 ayat (2) yang menegaskan bahwashetbagaimana dimaksud dalam
Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 berlaku bagisiptrgganti. Dengan demikian dapatlah
diketahui bahwa dalam hal tanggungjawab notariggemti dalam pembuatan akta bila
terdapat kesalahan atau kelalaian dapat dikenak@sisyaitu yang terdapat dalam Pasal
84 dan Pasal 85 serta dikaitkan dengan Pasal 8@NUiddg mana menegaskan apabila
pihak yang dirugikan pada saat pembuatan aktabigrstapat menuntut kepada notaris
pengganti baik secara perdata, pidana maupun dipgrsecara kode etik notaris, sepanjang
tidak bertentangan dengan UUJN

Tanggung jawab notaris pengganti dari setiap akteyyibuatnya adalah sampai
meninggal dunia, sebagaimana didalam Pasal 65 WRJdNtaris, notaris pengganti, dan
pejabat sementara notaris bertanggung jawab atap skta yang dibuatnya meskipun
protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkapada pihak penyimpan protokol
notaris. Dalam praktek ketika akta yang dibuat aletaris pengganti tersebut tersangkut
kasus hukum, maka notaris penerima protokol akart 8erta memantau dan memberikan
saran pendapat dan mendampinginya. Jadi tidak sett notaris pengganti dibiarkan

begitu saja, tetap mendapat perlindungan dari isgaimotari¥’.

13 Ibid,

¥Henny Saida FloraQp Cit, him 19

15Eka Dwi LasmiatinTanggungjawab Notaris Pengganti Dalam Hal Notar@sy Diganti Meninggal
Dunia Sebelum Cuti BerakhiFesis, Universitas Islam Indonesia, 2018, him 65
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Mengenai tanggung jawab notaris, notaris penggtamtipejabat sementara notaris
tercantum dalam Pasal 65 UUJN vyaitu:
“notaris, notaris pengganti, dan pejabat sememtataris bertanggung jawab atas
setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol netaelah diserahkan atau
dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol ndtadsdi notaris, notaris
pengganti, pejabat sementara notaris itu memputa@ggung jawab dalam
jabatannya sesuai dengan sumpah jabatan maupusiarghlbatan yang bersifat
pribadi. Bilamana notaris, notaris pengganti, pajabsementara notaris
mendapatkan kesalahan dalam soal akta, maka akebt¢ menjadi dibawah
tangan dan bilamana terdapat kerugian materialamakaris, notaris pengganti,

pejabat sementara notaris wajib memberikan gagti ru

f. Bentuk Kesalahan dalam Pembuatan Akta

Menurut pendapat Andi Prajitno bentuk kesalahanZa@hia) yaitu:

1. Kesalahan pada pengetikkan.
Berdasarkan ketentuan Pasal 41 UUJN dan Pasal K8&%Perdata, hal ini
membawa pengaruh terhadap akta, salah satunyahaealeadap kekuatan akta
dimana nilai kekuatan akta itu menjadi tidak sempursehingga tidak dapat
dijadikan sebagai alat bukti yang kuat dalam prgees/elesaian suatu sengketa,
jika suatu saat terjadi perselisihan antara pdrakpatau adanya gugatan dari pihak
lain. Penulisan akta yang tidak sesuai dengan skatantuan yang diberlakukan
oleh Undang-Undang, hal ini akan masuk dalam kaisgatu pelanggaran, yakni
pelanggaran terhadap syarat ketentuan yang diloédakUundang-Undang.

2. Kesalahan pada isi (substatfsi)
Kesalahan substantif tidak dapat dalam suatu &k tkan memberikan sanksi

apapun kepada notaris yang membuatnya. Apabilaisaalah dalam merelatir

18K eterangamlari A.A.Andi Prajitno, dalam wawancara pada harniis tanggal 25 Juni 2018, Surabaya,
pukul 11.05 Waktu Indonesia Barat
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maupun mengkonstantir, maka akibatnya kemungkimnyang dirugikan. Bila
para pihak menuntut, notaris wajib mengganti kengi

Bilamana yang melakukan kesalahan adalah notaniggaati, maka ganti rugi
tersebut ditanggung oleh notaris pengganti walaufaisudah tidak menjabat lagi.
Karena kesalahan notaris pengganti tidak dapatdidean kepada notaris yang

digantikan.

C.PENUTUP
1. Kesimpulan
Notaris maupun notaris pengganti dapat dituntutigagi bilamana mempunyai
kesalahan substantif dalam akta yang dibuatny& sdauai dengan kehendak para pihak,
merupakan tanggung jawab dari masing-masing pe&jghaiotaris yang digantikan tidak
bertanggung jawab atas kesalahan notaris penggarkerena notaris maupun notaris
pengganti masing-masing mempunyai hak damajiban masing-masing dalam

jabatannya, telah disumpah secara pribadi, kekab&radaan protokol notaris pengganti.

2. Saran

Notaris wajib meningkatkan kwalité@mengupgradedirinya melaluupgrading
sarasehan, seminar, pertemuan-pertemuan berkalakidan tes kelayakan menjalankan
jabatan (psikotes) dalam waktu 5 (lima) tahun seké&@nentukan notaris pengganti sesuai
dengan UUJN dan memiliki moral yang baik dan be8arah terima protokol harus jelas,
benar dan baik saat kepada notaris pengganti mapgrnugembalian protokol. Harus ada
pemisahan tanggung jawab yang jelas antara natangan notaris pengganti pada saat

serah terima protokol meskipun administrasinyardalgsatu) protokol.
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